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BAB VI 

PENUTUP 

Bab VI berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian tentang Analisis 

Perilaku Etis dalam Instansi yang Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan dalam 

Instansi yang Tidak Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi. Selain itu, dalam bab ini 

juga memuat mengenai rekomendasi peneliti untuk penelitian selanjutnya. 

6.1 Kesimpulan  

Penelitian tentang analisis perilaku etis ASN dalam Instansi yang 

berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan dalam Instansi yang Tidak 

berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, ditujukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian: Bagaimana perilaku etis dalam instansi yang berpredikat 

Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A 

Khusus), dan perilaku etis dalam instansi yang tidak berpredikat Zona Integritas 

Wilayah Bebas Korupsi (Pengadilan Agama Soreang Kelas II). 

Dengan demikian, pembahasan yang telah diuraikan pada Bab V dapat 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya yakni bahwa 

berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal:  

Kesimpulan pertama adalah perilaku etis seorang ASN tidak ditentukan 

dengan title instansi yakni “Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 

maupun Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani”, hal tersebut 

dibuktikan bahwa Perilaku ASN pada kedua instansi dapat dikatakan baik dan 

tidak ditemukan perbedaan yang cukup signifikan. Berdasarkan pemahaman 
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peneliti mengenai pemberian penilaian dan pemenuhan satker untuk mendapatkan 

predikat Zona Integritas WBK dan/atau WBBM bersifat teknis (pemenuhan 

administratif), sehingga dengan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bahwa 

perilaku dari masing-masing individu (ASN) tidak sama. 

Dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan tanggapan sebagian besar 

partisipan yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan indikasi pelanggaran “kode 

etik” yang dilakukan oleh ASN di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus 

maupun Pengadilan Agama Soreang Kelas II. Hal tersebut didukung melalui 

indikator dari 10 dimensi pelanggaran integritas dengan penjelasan sebagai berikut: 

1.  Corruption Bribery (Korupsi: Suap). ASN di Pengadilan Negeri Bandung 

Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Agama Soreang Kelas II tidak melakukan 

tindakan pelanggaran terkait dengan penerimaan uang tip dari masyarakat 

maupun menjanjikan pemberian pelayanan prioritas. 

2. Corruption: Favoritism (Korupsi: Pilih Kasih). Perilaku ASN pada kedua 

instansi tidak melakukan tindakan pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan 

wewenang untuk memberikan keuntungan bagi keluarga (nepotisme), teman 

(kronisme), dan pihak yang berkepentingan (patronase). 

3. Fraud and Theft of Resources (Penipuan dan Pencurian Sumberdaya). ASN 

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus maupun Pengadilan Agama 

Soreang Kelas II tidak melakukan dan/atau mencari keuntungan pribadi melalui 

pemanfaatan sumberdaya organisasi, berupa penggunaan sumberdaya 

organisasi maupun waktu luang pada saat jam kerja. 
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4. Questionable promises, gifts, and discounts (Janji, Hadiah, dan diskon yang 

dipertanyakan). ASN pada kedua instansi tidak melakukan tindakan menerima 

janji, hadiah, dan diskon yang diberikan pengguna layanan dan/atau pihak 

kepentingan lain. 

5. Conflict of Interest (Konflik Kepentingan). ASN Pengadilan Negeri Bandung 

Kelas 1A Khusus tidak memiliki dan/atau melakukan kegiatan dan/atau 

pekerjaan diluar dari organisasi, begitu pula dengan ASN dalam Pengadilan 

Agama Soreang Kelas II. 

6. Improper use of authority (Penggunaan otoritas yang tidak tepat). ASN 

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Agama Soreang 

Kelas II tidak menggunakan otoritas yang tidak tepat berupa tindakan kekerasan 

kepada rekan kerja dan/atau masyarakat pengguna layanan. 

7. Abuse and manipulation information (Penyalahgunaan dan manipulasi 

informasi). ASN Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan 

Agama Soreang Kelas II tidak melakukan tindakan mengenai penyebaran berita 

hoax (gossip), atau penyembunyian informasi maupun menggunakan kode-

kode khusus bersama dengan rekan kerja. 

8. Discrimination and (sexual) harassment (Diskriminasi dan Pelecehan 

‘Seksual’). ASN Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan 

Agama Soreang Kelas II tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun 

pelecehan dalam bentuk seksual kepada rekan kerja dan khususnya kepada 

masyarakat. 
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9. Waste and Abuse of Organizational Resources (Pemborosan dan 

Penyalahgunaan sumberdaya organisasi). ASN Pengadilan Negeri Bandung 

Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Agama Soreang Kelas II tidak melakukan 

kegagalan kerja akibat kelalaian, maupun pencegahan terhadap peningkatan 

kepatuhan standar dari organisasi. 

10. Misconduct at leisure (Pelanggaran di waktu pribadi). ASN di Pengadilan 

Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Agama Soreang Kelas II 

tidak melakukan perilaku yang dilakukan selama waktu pribadi dan berdampak 

kepada merusak kepercayaan masyarakat terhadap organisasi publik. 

Berikut ini adalah tabel kesimpulan yang menunjukkan bahwa ASN pada 

kedua instansi berperilaku etis: 

Dimensi Indikator PN 

Bandung 
PA 

Soreang 

Korupsi Suap Indikator 1 √ √ 
Indikator 2 √ √ 

Korupsi Pilih Kasih Indikator 1 √ √ 
Indikator 2 √ √ 
Indikator 3 √ √ 

Penipuan dan Pencurian 

Sumberdaya 
Indikator 1 √ √ 
Indikator 2 √ √ 

Janji, Hadiah, Diskon yang 

dipertanyakan 
Indikator 1 √ √ 

Konflik Kepentingan Indikator 1 √ √ 
Indikator 2 

Penggunaan otoritas yang 

tidak tepat 
Indikator 1 √ √ 
Indikator 2 √ √ 

Penyalahgunaan dan 

manipulasi informasi 
Indikator 1 √ √ 
Indikator 2 √ √ 
Indikator 3 √ √ 

Diskriminasi dan Pelecehan 

seksual 
Indikator 1 √ √ 

Indikator 1 √   
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Pemborosan  dan 

penyalahgunaan sumberdaya 

organisasi 

Indikator 2 √ √ 

Indikator 3 √ √ 

Pelanggaran di waktu pribadi Indikator 1 √ √ 

 

Kesimpulan kedua, terdapat kontradiksi antara indikasi penelitian yang 

telah dirumuskan dalam Bab I dengan hasil temuan data lapangan yang ditemukan 

oleh peneliti (tidak terbukti). Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh peneliti 

selama melakukan proses pengumpulan data terdapat perbedaan pada kedua 

instansi. Ditemukan bahwa Instansi yang tidak Berpredikat Zona Integritas Wilayah 

Bebas Korupsi lebih mudah untuk dapat meminta ASN menjadi partisipan dalam 

penelitian dibandingkan dengan Instansi yang Berpredikat Zona Integritas Wilayah 

Bebas Korupsi.  

 

6.2 Saran 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai saran yang dapat diusulkan oleh 

peneliti berdasarkan hasil penelitian ini: 

 Berdasarkan temuan hasil wawancara bersama dengan Wakil Ketua Pengadilan 

Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, yang menyatakan bahwa ASN sendiri yang 

menentukan bagaimana dalam bersikap dan berperilaku dan sebagai pemimpin 

hanya mengingatkan hal-hal di dalam aturan yang berlaku. Dari pernyataan 

tersebut peneliti mengusulkan yakni bahwa seorang pemimpin diluar dari 

mengingatkan, perlu melakukan pengawasan secara rutin di sela-sela kesibukan 

pimpinan pada masing-masing bagian dalam suatu instansi dengan tujuan 
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pimpinan mengetahui kesesuaian kinerja dan perilaku yang dilakukan oleh para 

ASN secara real time dengan rentang waktu yang berbeda-beda sehingga 

pimpinan lebih dapat memahami para pegawai (ASN). 

 Berdasarkan hasil survey dan observasi yang telah dilakukan peneliti di dalam 

Instansi yang berpredikat dan dalam Instansi yang tidak berpredikat 

menunjukkan bahwa perilaku etis ASN baik dan tidak ada perbedaan. Peneliti 

mengusulkan kepada kedua instansi untuk terus melakukan perbaikan dalam 

mengevaluasi selalu bagaimana perilaku ASN dalam satker masing-masing, 

meskipun dalam riset ini diperoleh hasil yakni ASN berperilaku etis. 

Selanjutnya, untuk ASN dalam instansi yang berpredikat ZI WBK harus lebih 

terbuka dan memudahkan peneliti-peneliti pemula dalam proses pencarian data 

dengan kemudahan dan keterbukaan tersebut dapat membangun citra yang baik 

di masyarakat. 

 Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 

dari Pengadilan Negeri Bandung 1A Khusus dan regulasi dari Permenpanrb No 

90 Tahun 2021, pemenuhan dan penilaian bersifat teknis. Hal tersebut 

dibuktikan dengan terdapat pemenuhan dokumen-dokumen sebagai syarat 

secara administratif. Sehingga penulis memberikan saran kepada Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia terkhusus kepada 

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 

KemenpanRB untuk dapat mengorientasikan predikat WBK dan/atau WBBM 

kearah perubahan perilaku dari para ASN. Dengan demikian pemberian 

predikat tersebut bukan hanya sekedar slogan bagi suatu instansi akan tetapi 



156 

 

 

menjadi bentuk nyata dan komitmen yang sudah terbangun sebelum predikat 

tersebut diberikan. 

6.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, 

terdapat bahwa ASN pada kedua instansi berperilaku etis dan ditemukan bahwa 

tidak ada perbedaan perilaku ASN dalam instansi yang berpredikat maupun dalam 

instansi yang tidak berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. 

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan pembuktian apakah Instansi dengan 

berlandaskan agama akan mempengaruhi perilaku etis dari seorang ASN, dan perlu 

dilakukan penelitian dengan studi kuantitatif yang dapat menunjukkan secara 

menyeluruh bagaimana perilaku etis ASN pada masing-masing individu yang 

bekerja dalam instansi yang berpredikat maupun tidak berpredikat Zona Integritas 

Wilayah Bebas Korupsi. 
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